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KATA PENGANTAR 

 
 

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 

Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hukum Ketenagakerjaan” 
telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat 

memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa 

saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hukum 

Ketenagakerjaan.  

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 

beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 

menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya 

kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan 

senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari 

para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai 

bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di  

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia. 
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A. PENDAHULUAN  
Bab Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja merupakan bagian materi dari mata kuliah 

Hukum Ketenagakerjaan. Untuk itu Anda perlu memperhatikan tujuan 

perkuliahan yang menjadi acuan penyusunan seluruh bab dalam mata 

kuliah ini. Adapun pada bab ini akan disajikan materi mengenai status 

ketenagakerjaan, pengupahan ketenagakerjaan, jaminan ketenagakerjaan, 

waktu ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, dan tenaga kerja 

asing. Bagian ini merupakan suatu rangkaian dari keseluruhan materi yang 

berjumlah 14 (empat belas) bab sebagai pijakan dari mahasiswa dalam hal 

menuntaskan kegiatan belajar yang pada akhirnya diharapkan mampu 

menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. 
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